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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan 
layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
pasal 11 menyebutkan  sebagai berikut: 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara publik. 
 
Pelayanan publik menjadi fokus persoalan yang perlu memperoleh 
perhatian dan perlu penyelesaian yang komprehensif. Pada dasarnya 
setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat 
dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang 
berkualitas dari instansi, meskipun hasil dari tuntutan tersebut sering tidak 
sesuai dengan harapan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan, prosedur pelayanan, 
persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan 
pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 
                                                        






dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi 
untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. 
Pada umumnya, pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan 
masyarakat selaku konsumen. Kebutuhan pelayanan dapat terpenuhi jika 
pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi 6 (enam) 
sampai 10 (sepuluh) indikator  pelayanan yang baik yaitu kepastian waktu 
pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan, tanggung jawab, 
kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan. Jika pelayanan 
yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan 
kebutuhan telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat memberikan 
kepuasan terhadap masyarakat. 
Pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 
Negara untuk memenuhi kepentingan umum baik berupa barang dan jasa 
yang ada dalam masyarakat.  
Dalam bukunya Moenir2 mendefinisikan kepentingan umum adalah 
“Suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau 
masyarakat tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang 
berkepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat) hidup orang 
banyak atau masyarakat itu sendiri”. 
 
Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 
masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. 
Disisi lain, kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan 
pelayanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada 
                                                        






pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi 
kualitas maupun kuantitasnya.  
Menurut Albrecht dan Zamke 3  bahwa kualitas pelayanan publik 
merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, 
sumber daya manusia pemberi layanan, strategi, dan pelanggan 
(customers).  
 
Senada dengan pendapat itu, Granroos4 berpendapat, pelayanan 
adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang terjadi sebagai akibat adanya interkasi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 
pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan.  
 
Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu menghendaki 
kepuasan dalam menerima suatu layanan, menurut Ratminto dan Atik5, 
ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 
kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila 
penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan diharapkan.  
 
Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu instansi yang 
menangani permasalahan pertanahan yang ada di setiap 
Kabupaten/Kotamadya. Setiap hak atas tanah dapat diperoleh melalui 
cara peralihan/permohonan hak wajib didaftarkan di kantor Badan 
Pertanahan Nasional (dahulu Kantor Agraria). 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Badan 
Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah non Kementrian di 
Indonesia yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 
dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas 
                                                        
3 Dwiyanto Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press 
Yogyakarta. Halaman 145. 
4 Ratminto dan Atik, 2005. Manajemen Pelayanan, Pustaka Belajar. Yogyakarta, Halaman 2. 






pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.6  
Masalah Pertanahan menyangkut dua sisi kepentingan yaitu, 
kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan regulasi terhadap 
kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan 
perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, disisi lain adalah 
kepentingan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh 
kepastian hukum dalam proses yang berkaitan dengan produk-produk 
BPN terhadap hak-hak atas tanah yang mempunyai efek di bidang sosial, 
ekonomi, politik dan sebagainya. 
B. Rumusan Masalah. 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik dalam prosedur 
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah karena  Jual-Beli pada 
kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ? 
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 
publik pada Kantor BPN Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian. 
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur  
pelayanan publik dalam pendaftaran peralihan hak Jual-Beli 
yang terjadi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar.  
                                                        






2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya 
pelayanan yang kurang maksimal dari Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian. 
a. Secara teoritis  
Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian 
nantinya dapat memberikan ataupun menambah 
pengetahuan terutama dalam Hukum Administrasi Negara 
mengenai kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam rangka 
pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2009. 
b. Secara praktis  
Sebagai suatu penelitian yang membahas pelayanan publik, 
khususnya pada Badan Pertanahan Nasional, maka 
diharapkan hasil penelitian dapat, memberikan masukan 
dalam implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 














A. Pelayanan Publik  
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Setiap Negara dimanapun serta apapun bentuk pemerintahannya, 
membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu 
keharusan bagi Negara atau pemerintahan untuk melayani warga 
Negaranya.  
Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik 
yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik 
yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, 
lambat, mahal, dan melelahkan 7 . Pelayanan publik (public service) 
merupakan salah satu cabang pembahasan yang cukup aktual. 
Juniarso Ridwan dan Achmad Sofik Sudrajat 8  Pelayanan Publik 
adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara 
negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari 
masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Moenir9 mengungkapkan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan 
fakor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha 
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 
 
Selain itu menurut ketetapan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur 
Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala 
                                                        
7 Sumber: Kantor Ombudsman Kota Makassar. 
8 Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat. 2010. Hukum Aministrasi Neagara dan Kebijakan Publik, Bandung: 
Nuansa Cendekia.Halaman 19. 






kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengertian pelayanan publik menurut Pamuji, adalah: 
“Berbagai kegiatan yang yang bertujuan memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa”10.  
Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi: 
a. Prosedur Pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan termasuk pengaduan. 
b. Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengadilan. 
c. Biaya Pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 
dalam proses pemberian pelayanan. 
d. Produk Pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan Prasarana 
                                                        
10 Pamudji, 1994. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik . 






Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 
oleh penyelenggara pelayanan publik.  
f. Kompetensi Petugas Pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan 
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan11 
Pasal 20, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan 
standar pelayanan : 
1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 
standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi 
lingkungan. 
2) Dalam penyusunan dan menetapkan standar pelayanan 
sebagaimana dimaksud ayat satu (1), penyelenggara wajib 
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 
3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1). 
4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat dua (2) dilakukan dengan prinsip tidak 
diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, 
memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta 
memperhatikan keberagaman. 
                                                        






5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat satu (1) dan ayat dua (2) dilakukan dengan 
pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah.  
Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan 
masyarakat, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak 
ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksikan ke depannya 
serta sangat tergantung juga pada nilai yang dianggap pantas oleh 
masyarakat terhadap apa yang diterima dan dibayarnya. 
Ada beberapa pakar yang mengartikan pelayanan publik menurut 
kata yang ada. Pengertian kata demi kata mengenai pelayanan publik 
yang dikemukakan oleh Kotler12 misalnya, menyatakan bahwa:  
“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan, 
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. 
Dalam kamus Besar Bahasa Indoensia, diartikan bahwa: 
“Pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani”. 
Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggiris, public, 
yang berarti umum, masyarakat dan Negara. Dalam perjalanannya, 
kata publik telah dibakukan dalam bahasa Indonesia, yang berarti 
umum, orang banyak, ramai. 13 
 
 
Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 
pelayanan prima yang tercermin pada hal-hal sebagai berikut: 
                                                        
12 Lijan Poltek Sinambela. 2012, Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Iplikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu. 







a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, 
dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 
disediakan secara menandai serta mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung 
jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan. 
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
d. Partisipasif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
mempertahankan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyrakat. 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan publik.14  
2. Hakikat Pelayanan Publik 
Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang merupakanperwujudan kewajiban aparatur 
pemerintah sebagai abdi masyarakat. Untuk lebih memahami tentang 
                                                        






hakikat pelayanan publik, terdapat beberapa pengertian-pengertian, 
ialah15: 
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga Negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 
publik. 
3. Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
pelaksana adalah pejabat, petugas, dan setiap orang yang bekerja 
didalam Organisasi Penyelenggaraan yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
publik. 
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 
penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun 
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
                                                        







5. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya 
disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja 
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 
institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik16 
Ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan undang-
undang tentang pelayanan publik yang cukup realistis untuk menjadi 
materi muatan Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi 
sebagai berikut; 
1. Dasar Hukum 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
penyelenggaraan pelayanan. 
2. Persyaratan 
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 
yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan. 
4. Waktu Penyelesaian 
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
                                                        






proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.17 
5. Biaya Pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 
dalam proses pemberian pelayanan. 
6. Produk Pelayanan 
Ialah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
7. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas 
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan bagi kelompok rentan. 
8. Kompetensi Pelaksana 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
9. Pengawasan Intern 
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 
atasan langsung pelaksana. 
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 
lanjut. 
11. Jumlah pelaksana 
Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 
 
                                                        






12. Jaminan Pelayanan 
Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 
standar pelayanan. 
13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 
risiko keragu-raguan. Kepastian memberikan rasa aman dan 
bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. 
14. Evaluasi kinerja pelaksana 
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan18 
3. Asas-asas Pelayanan Publik. 
Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu 
rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana (dalam arti lugas, 
bukan dengan cara yang tradisional), terbuka. lancar, tepat, lengkap, 
wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itulah setidak-tidaknya mengandung 
unsur-unsur dasar (asas-asas) antara lain sebagai berikut: 19 
a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan 
publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh 
masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam 
pelaksanaannya. 
b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan 
dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk 
                                                        
18 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
19 Dr.H.Amin Ibrahim, Drs: MA, 2008, “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya: Bandung, Mandar 






membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi 
dan efektivitasnya.  (Tentunya kebijakan publik yang melahirkan 
aturan perundang-undangan/perda tersebut, harus pula 
menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak masukan proses 
sehingga pengambilan keputusannya, karena masyarakatlah 
yang, menjadi obyek pelayanan tersebut). 
c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus 
diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, 
kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan (mestinya juga dengan penuh empati dalam 
pelayanannya). 
Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Instansi/Lembaga Pemerintah/Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, 
maka Instansi/Lembaga Pemerintah/Pemerintahan yang bersangkutan 
berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut 
menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 





                                                        






4. Dasar Hukum Pelayanan Publik. 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat 
dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan Undang-
undang ini adalah: 
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang 
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik21  
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan 
korporasi yang baik 
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ruang 
lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah: 
a. Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal menjadi acuan dalam penyusunan Standar Pelayanan 
Minimal oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
                                                        






Departemen dan dalam penerapannya oleh Pemerintah 
Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. 
b. Standar Pelayanan Minimal disusun dan diterapkan dalam 
rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah 
provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Peraturan Pemerintah ini memuat tentang prinsip-prinsip 
Standar Pelayanan Minimal, penyusunan Standar Pelayanan 
Minimal, Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan 
dan Pengawasan. 
3. Peraturan Menteri 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Tujuan dan 
sasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah: 
1. Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
adalah: 
a. Meningkatkan kualitas layanan publik. 
b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 
untuk memperoleh pelayanan publik. 
               2. Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
adalah: 






transparan, pasti, dan terjangkau. 
b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap layanan 
publik.  
2). Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah. 
Pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat dimaksudkan 
sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam 
menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk 
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai 
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan-
kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, indeks 
kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran 
tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. 
3). Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik maksud dan tujuan Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini adalah: 
1. Maksud pedoman umum ini adalah sebagai acuan bagi seluruh 
penyelenggara pelayanan publik dalam pengaturan dan 








2. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk mendorong 
terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 
dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi 
pemberi maupun penerima pelayanan publik. 
4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Ruang lingkup 
penanganan pengaduan masyarakat meliputi: 
1. Penyalahgunaan wewenang 
2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat 
3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme 
4. Pelanggaran disiplin pegawai negeri 
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat mengenai: 
1. sumber pengaduan, 
2. administrasi pengaduan, 
3. penanganan pengaduan, 
4. pelaporan, pemantauan dan pemutakhiran 
5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang 
Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 
merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Dalam Negeri 
yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai 







B. Jenis Pelayanan Publik 
Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang 
menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada 
warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban 
pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan 
dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan 
kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, 
yaitu : 
1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara 
lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, 
Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin 
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat 
Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya. 
2. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan 
telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 
3. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 






Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu : 
1. Pola Pelayanan Teknis Fungsional adalah pola pelayanan 
masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai 
dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. 
2. Pola Pelayanan Satu Pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat 
yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah 
berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah 
terkait lainnya yang bersangkutan. 
3. Pola Pelayanan Satu Atap adalah Pola pelayanan disini dilakukan 
secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan 
sesuai kewenangan masing-masing. 
4. Pola Pelayanan Terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang 
dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku 
koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang 
terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 
5. Pola Pelayanan Elektronik adalah pola pelayanan yang 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan 
otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat on-line 
sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas 
pelanggan. 
Mengacu pada jenis dan pola, pelayanan juga dapat dikategorikan 






dibedakan menurut kecakapannya22: 
1. Pelayanan Amatir 
Pelayanan amatir dilakukan oleh tenaga yang belum memiliki 
keterampilan tertentu atau belum terlatih (non skill). Contoh : pengetik 
komputer dan operator telepon tertentu yang belum mengikuti kursus, 
latihan atau sudah mengikuti latihan tetapi belum terampil. 
2. Pelayanan profesional 
Adalah kemampuan menanggapi kebutuhan, menyelesaikan tugas, 
keluhan masalah dengan kualitas excelence. Pelayanan professional 
seseorang atau lebih lembaga tertentu, mendapat pengakuan dari 
pelanggan (masyarakat) dan legalitas atau izin dari instansi tertentu. 
Contoh : Pelayanan kesehatan manusia dilayani oleh paramedis, 
dokter (dokter umum, spesialis, ahli rontgen dan ahli gizi). 
3. Pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi 
a) Pelayanan bantuan administrastratif 
Pelayanan ini berupa pemberian izin atau legalitas, pemberian 
rekomendasi, fasilitas tertentu. Contoh : izin yang berhubungan 
dengan industri tambang. 
b) Pelayanan bantuan operasional 
Contoh; pelayanan pengujian kelaikan teknis kendaraan bermotor, 
laik laut kapal, laik udara pesawat, pelayanan operasional teknologi 
dan jasa. 
                                                        






c) Pelayanan teknis operasional 
Contoh: Pelayanan informasi dan data oleh operator, pelayanan 
operasional sarana kerja, seperti ahli operator telepon, komputer, 
alat elektronik dan teknologi modern. 
d) Pelayanan bantuan manajemen 
Misal, pelayanan bantuan sumber daya manusia berupa proses 
seleksi pengadaan tenaga yang tepat kualifikasi. Pelayanan 
bantuan manajemen keuangan dengan ahli perencanaan 
anggaran, akuntansi atau auditor. 
4. Pelayanan yang berkaitan dengan sarana kerja 
Pelayanan yang membantu kesiapan operasional dan perpanjangan 
usia pakai (kelaikan teknis, ekonomis) sarana kerja atau benda, 
diberikan oleh penguji teknis, mutu, ahli pemeliharaan dan perawatan. 
Pelayanan pengujian sarana serta pengujian kelaikan teknis 
kendaraan bermotor, kelaikan kapal laut, pesawat udara dan 
timbangan. Pelayanan operasional sarana oleh tenaga terampil 
bersertifikat seperti kapten kapal, pilot, sopir, pelayanan instalasi air, 
lisitrik, pemadam kebakaran, alat-alat kantor yang berteknologi 
modern, elektronik, komputer dan lain-lain. 
Berdasarkan bentuk jasa layanan yang ditawarkan, ditujukan, 
macam jasa layanan itu dapat diklasifikasi, jasa layanan yang ditujukan 
atau dibutuhkan manusia dalam memenuhi kepuasan berbagai keperluan, 






1. Kebutuhan biologis, contoh: kemudahan mendapatkan makanan, 
minuman yang layak konsumsi 
2. Kebutuhan keamanan, contoh: rasa aman bertempat tinggal pada 
suatu lingkungan 
3. Kebutuhan sosial, contoh: keinginan dapat bersahabat, berinteraksi 
dengan rekan sekerja 
4. Kebutuhan penghargaan, contoh: ingin dihormati 
5. Kebutuhan aktualisasi diri, contoh: ingin menunjukkan suatu prestasi 
gemilang 
6. Kebutuhan informasi, contoh: keinginan memperoleh pengetahuan 
yang dapat membuat cepat mandiri. 
7. Kebutuhan hiburan, rekreasi, contoh: liburan ke bali 
8. Kebutuhan kesehatan, contoh: pelayanan kesehatan 
9. Kebutuhan mobilitas, contoh: angkutan yang tepat sampai ke tempat 
yang dituju 
10. Kebutuhan keadilan, contoh: ingin mendapat penilaian objektif atas 
prestasi kerja atau atas suatu perbuatan 
11. Kebutuhan mendapat pekerjaan yang layak, contoh: ingin mendapat 
tugas, pekerjaan yang tepat dengan keahlian.  
Jasa layanan yang ditujukan atau dibutuhkan organisasi atau 
individu: 
1. Kebutuhan mendapatkan izin, contoh: Ijin Mendirikan Bangunan atau 






2. Bantuan manajemen, contoh: bantuan menyeleksi calon pegawai yang 
tepat kualifikasi. 
3. Bantuan sumber daya. contoh: ingin mendapatkan modal kerja atau 
bantuan biaya pembangunan yang berbunga rendah 
4. Keamanan, contoh: adanya perusahaan yang bersedia menanggung 
resiko kebakaran. 
5. Sarana angkutan, contoh: adanya jasa angkutan umum ke lokasi 
kantor/perusahaan. 
Jasa layanan yang ditujukan, dibutuhkan pada benda, hewan, dan 
tanaman: 
1. Jasa angkutan / distribusi 
2. Penyimpanan 
3. Penjagaan keamanan 
4. Garansi 
5. Rancangan / model yang menarik. 
C. Stuktur Organisasi BPN. 
 Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah non 
Kementerian yang bersifat vertikal, terdiri dari: 
1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 
2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 
3. Kantor Pertanahan. 
 Badan Pertanahan Nasional secara struktur saat ini terdiri dari 7 unit 






unit Kedeputian) serta unit eselon I yang terdiri dari 3 bidang Staf Khusus. 
Setiap unit eselon I membawahi beberapa unit eselon II. Struktur 
organisasi jabatan unit eselon I lingkup Badan Pertanahan Nasional 
tersebut dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut. 
Gambar 1.Organisasi Jabatan Lingkup Badan Pertanahan Nasional 
Sumber: BPN Kota Makassar diolah pada tahun 2016. 
 Pada gambar diatas dapat diketahui stuktur Jabatan lingkup Badan 
Pertanahan Nasional pada tingkat tertinggi yaitu pusat atau RI. Untuk 
tingkat pusat sendiri, BPN RI memiliki instansi vertikal yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN RI 









D. Jenis Pelayanan Pertanahan  
1. Pelayanan pendaftaran tanah pertama kali  
Hak atas tanah telah diatur dalam Bab II UUPA. Dimana hak 
atas tanah adalah hak yang memeberi wewenang kepada yang 
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat 
dari tanah yang dihakinya. 
 
A. Konversi, pengakuan, dan penegasan Hak 
1) Konversi. 
           2) Pengakuan dan penegasan Hak. 
B. Pemberian Hak dan Penegasan Hak 
Hak-hak atas tanah menurut pasal 16 j0 53 UUPA ialah : 
1) Hak Milik  
a) Hak Milik Perorangan. 
b) Hak Milik Badan Hukum. 
2) Hak Guna Bangunan 
a) Hak Guna Bangunan Perorangan  
b) Hak Guna Bangunan Badan Hukum 
3) Hak Pakai 
a) Hak Pakai Peroraganan WNI 
b) Hak Pakai Perorangan WNA 






d) Hak Pakai Badan Hukum asing 
e) Hak Pakai Instansi Pemerintah 
f) Hak Pakai Pemerintah asing 
C. Wakaf 
1) Wakaf dari tanah belum bersertipikat (konversi, pengakuan, 
dan penegasan hak)  
2) Wakaf dari tanah Negara (pemberian hak tanah wakaf) 
3) P3MB/PRK.5 
4) Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 
D. Pemberian Hak Guna Usaha 
1) Hak Guna Usah Perorangan 
2) Hak Guna Usaha Badan Hukum 
3) Pelayanan Prona 
2. Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah 





5) Pembagian Hak Bersama 
6) Lelang 







9) Ganti nama sertipikat hak atas tanah dan hak milik atas 
rumah susun. 
B. Perpanjangan jangka waktu  
1) Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha 
2) Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai 
3) Perpanjangan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 
C. Pemabruan HGB/HP dan pemberian HGB/HP di atas HPL 
1) Hak Guna Bangunan 
a) Hak Guna Bangunan Perorangan  
b) Hak Guna Bangunan Badan Hukum      
2) Hak Pakai 
a) Hak Pakai Perorangan WNI 
b) Hak Pakai Perorangan WNA 
c) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 
d) Hak Pakai Badan Hukum asing 
e) Hak Pakai Pemerintah asing 
f) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai diatas Hak 
Pengelolaan. 
D. Pembaruan Hak Guna Usaha  
1) Wakaf dari tanah yang sudah bersertipikat 
2) Perubahan Hak Atas Tanah 
E. Pemecahan/penggabungan/pemisahan hak  






2) Pemecahan/pemisahan bidang tanah Badan Hukum 
3) Penggabungan bidang tanah perorangan 
4) Penggabungan bidang tanah Badan Hukum 
F. Sertipikat pengganti hak atas tanah, Hak Milik atas Rumah 
Susun, dan Hak Tanggungan 
1) Blanko lama 
2) Hilang 
3) Rusak. 
G. Hak Tanggungan 
1) Pendaftaran Hak Tanggungan  
2) Penghapusan Hak Tanggungan (roya) 
3) Pemeliharaan Hak Tanggungan (cessie) 
4) Subrogasi (perubahan kreditur) 




3) Pengangkatan sita 
B. Informasi pertanahan 
1) Pengecekan sertipikat 
2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
3) Informasi titik dasar tanah 






4. Pelayanan pengukuran bidang tanah 
A.  Pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas 
B. Pengkuran tanah dalam rangka kegiatan 
investarisasi/pengadaan tanah 
C. Pengukuran atas permintaan instansi dan/atau masyarakat 
untuk mengetahui luas tanah 
D. Pengukuran dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap 
(topografi). 
5. Pelayanan pengaturan dan penataan pertanahan 
A. Konsolidasi tanah swadaya 
B. Pertimbangan teknis pertanahan 
1) Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin lokasi 
2) Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan 
lokasi   
3) Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin perubahan 
penggunaan tanah  
4) Pertimbangan teknis penatagunaan tanah 












E. Peralihan Hak Atas Tanah 
1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah 
Peralihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
memindahkan, sedangkan hak berarti benar. Jadi peralihan hak atas 
tanah adalah memindahkan atau beralihnya penguasaan tanah yang 
semula milik sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya. 
Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara 
menukar/memindahkan tanah. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang 
dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada 
pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi 
ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya 
penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. 
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi 
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan 
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur 
salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut 
hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) 
UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan 






Pengertian lain tentang peralihan hak atas tanah, sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Erene Eka Sihombing adalah beralihnya atau 
berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang 
tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau 
perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan 
untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-
lamanya (dalam hal ini subyek hukumnya memenuhi syarat sebagai 
pemegang hak atas tanah). 
Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang 
dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum. 
Perbuatan hukum itu terdiri dari: 
a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan 
kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan surat 
wasiat, dan pemberian hadiah sesuatu (benda). 
b. Perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban-
kewajiban bagi kedua pihak (timbal balik) misalnya membuat 
persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. 
2. Jenis-jenis Cara Peralihan Hak Atas Tanah 
Salah satu hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 
ayat (1) UUPA adalah hak milik atas tanah yang paling kuat dan terpenuh. 






hak milik juga terdaftar dengan adanya “tanda bukti  hak sehingga 
memiliki  kekuatan. Terpenuh maksudnya hak  milik memberi wewenang 
kepada yang punya dalam hal peruntukannya yang tidak terbatas. Semua 
hak atas tanah itu mempunyai sifat-sifat kebendaan (zakelijk karakter), 
yaitu: (1) dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, (2) dapat dijadikan 
jaminan suatu hutang, dan (3) dapat dibebani hak tanggungan. 
Dalam pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat 
beralih dan dialihkan. Beralih maksudnya terjadi bukan karena suatu 
perbuatan hukum (kesengajaan)  melainkan karena peristiwa hukum 
(bukan kesengajaan), misalnya diwariskan. Sedangkan 
dialihkan  menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu 
perbuatan hukum terhadap hak milik tersebut. 
Peralihan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari 
seseorang kepada orang lain. Jadi, peralihan adalah perbuatan hukum 
yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari 
yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. 
Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa 
wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak, yakni akan kami terangkan 
sebagai berikut ; 
a. Pewarisan tanpa wasiat 
Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah 







b. Pemindahan hak 
Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan 
tanpa wasiat yang terjadi karena peristiwa hukum dengan 
meninggatknya pemegang hak, dalam perbuatan hukum 
pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja 
dialihkan kepada pihak lain. bentuk pemindahan haknya dapat 
berupa : 
1. Pewarisan dari ayah atau ibu kepada anak atau dari kakek-
nenek kepada cucu atau dari adik kepada kakak atau sebaliknya 
kakak kepada adiknya dan lain sebagainya. 
2. Hibah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain. 
3. Jual beli yaitu tanah tersebut dijual kepada pihak lain. Acara jual 
beli banyak tergantung dari status subyek yang ingin menguasai 
tanah dan status tanah yang tersedia misalnya apabila yang 
memerlukan tanah suatu Badan Hukum Indonesia sedangkan 
tanah yang tersedia berstatus Hak Milik maka secara Jual Beli 
tidak bisa di laksanakan karena akan mengakibatkan jual belinya 
batal demi hukum, karena Badan Hukum Indonesia tidak dapat 
menguasai tanah Hak Milik. Namun kenyataannya dalam praktek 
cara peralihan hak dengan jual beli adalah yang paling banyak 
ditempuh 
4. Tukar menukar antar bidang tanah yang satu dengan bidang 






dengan suatu pembayaran yang merupakan kompensasi 
kelebihan atas nilai/ harga tanah yang satu dengan yang lainnya, 
bisa juga tanpa ada unsur uang karena nilai tanah yang satu 
dengan yang lainnya sama. 
5. Pembagian Hak Bersama bisa terjadi karena hak yang ada 
terdaftar atas nama beberapa nama sehingga untuk lebih 
memperoleh kepastian hukum para pihak melakukan pembagian 
atas bidang tanah yang mereka miliki bersama-sama. 
6. Pemasukan dalam perseroan yang menyebabkan hak atas 
tanahnya berubah menjadi atas nama perseroan dimana 
seseorang tersebut menyerahkan tanahnya sebagai setoran 
modal dalam perseroan tersebut. 
7. Pelepasan hak, dilakukan karena calon pemegang hak yang 
akan menerima peralihan hak atas tanah tersebut adalah bukan 
orang atau pihak yang merupakan subjek hukum yang dapat 
menerima peralihan hak atas tanah yang akan dialihkan 
tersebut, sebagai contoh tanah yang akan dialihkan kepada 
suatu Badan Hukum Indonesia adalah tanah dengan status Hak 
Milik, ini tidak bisa dilakukan karena Badan Hukum Indonesia 
bukanlah Subjek hukum yang dapat menerima peralihan Hak 
atas tanah dengan status Hak Milik. 
8. Lelang, umumnya dilakukan jika tanah yang akan dialihkan 






tersebut merupakan jaminan pada bank yang sudah di eksekusi 
lalu mau dijual. 
9. Peralihan karena penggabungan atau peleburan perseroan yang 
menyebabkan ikut beralihnya hak atas tanah yang merupakan 
asset perseroan yang diambil alih tersebut. 
Jual-Beli, tukar menukar, Hibah, dan Pemasukan dalam 
perusahaan, demikian juga pelakasanaan hibah wasiat, dilakukan oleh 
para pihak dihadapan PPAT akatnya, dengan demikian perbuatan hukum 
yang bersangkutan dihadapan PPAT dipenuhi. Untuk memperoleh surat 
bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya pemindahan 
haknya didaftarkan pada kantor pertanahan setempat letak tanah tersebut 
berada, dengan tujuan : 
a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak yang terdaftar haknya, agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. 
b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah tertentu dan 
Satuan Rumah Susun yang terdaftar. 







3. Hapusnya Peralihan Hak Atas Tanah 
Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli dapat hapus 
dikarenakan sebagai berikut ; 
a. Berakhirnya jangka waktu yang bersangkutan sebagaimana 
ditetapkan dalam sertifikat haknya menjadi hapus. 
b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena; Tidak 
dipenuhinya oleh pemegang hak yang bersangkutan kewajiban-
kewajiban tertentu atau dilanggarnya suatu larangan, tidak 
dipenuhinya syarat-syarat atas kewajiban-kewajiban yang 
tertuang dalam perjanjian-perjanjian pemberian pemegang hak 
dan putusan pengadilan 
c. Bila subyek hak tidak lagi memenuhi syarat atau tidak 
dipenuhinya suatu kewajiban dalam waktu satu tahun 
pemindahan/peralihan hak milik atas tanah tidak dilepaskan 
atau tidak dialihkan maka hapus karena hukum. 
d. Dilepaskan atau diserahkan dengan sukarela oleh pemegang 
haknya. 
e. Pencabutan haknya. 
f. Tanah yang bersangkutan musnah, karena proses alamiah 
ataupun bencana alam. 








F. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual-Beli 
Di dalam UUPA tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang 
dimaksud dengan pengertian jual beli itu. Menurut hukum barat yang 
pengaturannya terdapat dalam pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah 
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan (hak miliknya) suatu benda dan pihak yang 
lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.  Menurut 
pasal 1458 jual beli itu dianggap telah mencapai kata sepakat mengenai 
benda yang diperjualbelikan itu seta harganya, biarpun benda tersebut 
belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 
Tetapi dengan adanya jual beli saja, hak milik atas benda yang 
diperjual belikan, belumlah beralih kepada pembeli, walaupun harganya 
sudah dibayar, sebab hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada 
pemiliknya apabila telah dilakukan apa yang disebut penyerahan yuridis    
(juridische levering), yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta 
tanah dimuka dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah selaku 
overschrijvings ambtenaar menurut Overschrijvings Ordonnanties 1934 
No. 27 dan pasal 1459 KUHPerdata. 
Beralihnya hak milik atas tanah hanya dapat di buktikan dengan 
akta. Perbuatan hukum itu lazim disebut  (overschrijying) aktanya 
disebut “akta  balik  nama”,  sedang  pejabatnya  disebut  “Pejabat  balik  
nama” ; Sebelum dilakukan penyerahan yuridis, melainkan penjual yang 
masih merupakan pemilik atas tanah yang bersangkutan biarpun tanah 
yang diperjual belikan tersebut sudah di kuasai oleh pembeli. 
Menurut hukum adat, jual beli tanah bukan merupakan perjanjian 
seperti pasal 1457 KUHPerdata, tetapi suatu perbuatan hukum yang 






pembeli untuk selama-lamanya pada saat yang mana pihak pembeli 
menyerahkan harganya kepada penjual.  Dengan dilakukan jual beli 
tersebut, maka hak milik atas tanah itu beralih kepada pembeli.  Walaupun 
misalnya baru dianggap telah dibayar penuh.  Jual beli tanah menurut 
hukum adat bersifat contant atau tunai. Dengan dilakukannya jual beli itu 
dihadapan Kepala Desa/Adat, maka jual beli itu menjadi “terang”, dan 
bukan merupakan perbuatan hukum yang gelap. Jadi, walaupun tanpa 
sertifikat kepemilikan, asal dilakukan di hadapan Kepala Desa/Adat, maka 
tanah tersebut dapat beralih kepemilikannya. Oleh karena itu pembeli 
mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai pemilik yang baru dan 
akan mendapat perlindungan hukum apabila di kemudian hari ada 
gugatan terhadapnya. 
 Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual beli Pasal 6 
ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) nomor :  24 tahun 1997 mengatur, 
bahwa  : 
 “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 
Pertanahan dibantu oeh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Perturan 
Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan”. 
 
 Kemudian Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, 
menentukan,bahwa : 
“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut 








Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 1997. 
“Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta 
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada para pihak yang 
bersangkutan. Dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 
24 tahun 1997, yang wajibmendaftarkan di kantor Pertanahan 
adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT )sebagai salah satu 
tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).” 
 
a) Dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 
1997, yang wajib mendaftarkan di kantor Pertanahan adalah 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai salah satu tugas 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
b) Sebelum membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
wajib untuk mencocokkan sertipikat yang bersangkutan ke 
kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan meneliti kelengkapan 
surat-surat/dokumen-dokumen untuk membuat akta jual belinya. 
G. Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 
Peralihan (SPOPP) Hak Atas tanah karena Jual-Beli kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. 
Dasar Hukum:  
1. UU No. 5 tahun 1960. 
Tentang Pokok Agraria  Yang terdapat pada pasal : 
 
a. Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) 
  b. Pasal 20 ayat (1) dan (2)   
    c. Pasal 26 ayat (1)   






3. UU No. 21 tahun 1997 jo. UU No. 20 tahun 2000. 
4. PP No. 48 tahun 1994 jo. PP No. 79 tahun 1996. 
5. PP No. 24 tahun 1997. 
6. PP No. 37 tahun 1998. 
7. PP No. 13 tahun 2010. 
8. PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997. 
9. Peraturan KBPN RI No. 1 tahun 2006. 
10. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003. 
11. SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009. 
Persyaratan : 
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan di tandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. 
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.  
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum. 
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum 
yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, 
bagi Badan Hukum.  
5. Sertipikat asli. 
6. Akta Jual Beli dari PPAT. 







8. Ijin pemindahan hak apabila didalam sertipikat/keputusannya 
dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut 
hanya boleh dipindah tangankan jika dari instansi yang 
berwenang. 
9. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB 
(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak). 
Biaya : 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan 
tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada 
Badan Pertanahan Republik Indonesia.  
Contoh: 
Rumus= Luas tanah x ZNT (Zona nilai tanah) / 1000 + 50.000 
Luas tanah: Lihat di sertipikat tanda bukti hak 
ZNT: Untuk mengetahui ajukan permohonan di loket, nilai ZNT 
berbeda-beda pada masing-masing Daerah. 
Waktu : 
11 sampai dengan 20 hari. 
H. Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Pelayanan Publik. 
Secara faktual pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat 
pemerintah selama ini masih menemui banyak hambatan dan koreksi 






masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang 
dilayani. 
Untuk itu, dibutuhkan suatu perubahan paradigma dalam bidang 
pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan 
yang dilayani pada posisi yang sesungguhnya. Secara filosofi, pelayanan 
yang diberikan oleh aparat pemerintahan kepada masyarakat ditafsirkan 
sebagai kewajiban bukan hak, karena birokrat diangkat dan ditugasi untuk 
melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat 
untuk melayani sehingga pelayanan akan menjadi responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih 
kreatif serta lebih efisien. 
Pengukuran kualitas pelayanan publik didasarkan pada indikator-
indikator berikut: 
1. Tangible, artinya kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik 
perkantoran, ruang tunggu, dan lainnya. 
2. Reliability, yakni kemampuan dan kendala untuk menyediakan 
pelayanan yang terpercaya. 
3. Responsiveness, yakni kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap 
terhadap keinginan konsumen. 
4. Assurance, yakni kemampuan dan keramahan serta sopan santun 







5. Emphaty, yakni sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 
terhadap konsumen. 
Penyelenggara pelayanan publik yang prima dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga masyarakat atas 
barang, jasa, dan administratif harus berdasarkan pada: 
1. Kepentingan umum  
2. Kepastian hukum. 
3. Kesamaan hak. 
4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 
5. Keprofesionalan. 
6. Partisipatif. 
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. 
8. Keterbukaan. 
9. Akuntabilitas. 
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 
11. Ketepatan waktu. 















A. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi penelitian adalah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar sebagai lokasi yang representatif atau terkait dengan data 
penelitian yang dibutuhkan. 
B. Jenis dan Sumber Data. 
 
Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 
primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Yaitu sumber data atau keterangan yang merupakan data yang 
diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian 
lapangan. Data primer dalam penelitian ini yang nantinya diperoleh 
melalui keterangan dan informasi dari Badan Pertanahan Nasional. 
b. Data Sekunder. 
Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: 
1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan, buku-buku literature, dokumen-dokumen 
resmi, arsip dan publikasi dari badan yang terkait. 
2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data, baik yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, maupun oleh lembaga yang terkait 







C. Teknik Pengumpulan Data. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui: 
a. Studi Kepustakaan. 
Cara memperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi 
atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dan 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan. 
b. Penelitian Lapangan. 
1) Pengamatan (observasi) 
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara 
mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada 
instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
2) Wawancara (interview) 
Hasil wawancara responden dan narasumber. 
Responden, sebagai pelaku penerima pelayanan publik pada 
Kantor BPN. Masyarakat 16  orang dan PPAT tiga 3 orang. 
Narasumber, Kepala bagian Peralihan hak dan 2 staff BPN. 
D. Analisis Data. 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka akan 
dianalisis dengan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
analisa kualitatif untuk mengetahui  tanggapan para pihak yang terlibat 







Analisis bahan dilakukan secala kualitatif, yaitu dengan cara 
penguraian, menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang 
berlaku, menghubungkan dengan pendapat para hukum serta pihak yang 
terkait. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan  menggunakan 


















                                                        







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan pelayanan publik dalam prosedur pendaftaran 
peralihan hak Jual-Beli pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar. 
 Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah lembaga pemerintah non 
departemen yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). BPN sendiri yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden dan pimpinan oleh Kepala (sesuai dengan 
Perpres No. 10 Tahun 2006). Badan Pertanahan Nasional mempunyai 
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara 
nasional, regional, dan sektoral. 
 Adapun agenda Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah : 
1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN. 
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, 
serta sertifikat secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. 
4. Menyelesaikan persyaratan atas pertanahan di daerah-daerah 
korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah 
air. 
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah sengketa dan 
konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sisitematis. 






sistem pengamanan dokumen seluruh Indonesia. 
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat. 
8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala       
besar. 
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan-peraturan 
perundang-undangan pertanahan yang ditetapkan. 
10. Menata kelembagaan BPN. 
11. Mengembangkan dan memperbaiki politik dan kebijakan 
pertanahan. 
 Kantor Pertanahan Kota Makassar memiliki program yang menjadi 
prioritas utama untuk dilakukan yaitu : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, disamping 
itu dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan dibidang 
Pertanahan Kota Makassar memiliki program yang menjadi prioritas 
utama untuk dilakukan : telah disediakan kepada masyarakat 
layanan sistem loket yang telah diatur dengan simpul- simpul 
pelayanan yang diolah dengan elektrik, komputer dalam 
penyelesaian setiap simpul kegiatan sampai terbitnya sertifikat. 
2. Guna pencapaian yang maksimal telah dilakukan pembinaan SDM 
melalui pelatihan guna mengantisipasi lajunya perkembangan 
teknologi. 






KPKM senantiasa memberikan pelayanan yang simpatik kepada 
masyarakat yang dititik beratkan pada pelayanan yang cepat, tepat, 
cermat, akurat dan penuh ketelitian. 
Penilaian kinerja suatu instansi adalah kegiatan membandingkan 
antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan 
apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan visi dan 
misi kantor Badan Pertanahan Nasional yaitu: 
VISI: 
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan 
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan Republik Indonesia. 
MISI: 
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 
pertanahan untuk: 
a) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber 
baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan 
kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 
b) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan 
dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 
c) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 
seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, 
konflik dan perkara di kemudian hari. 
d) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya 
pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 
kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan 
sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang 




                                                        






1. Tujuan Pertanahan di Kantor Pertanahan kota Makassar 
 Adapun tujuan dari pertanahan itu adalah : 
a. Untuk penyelesaian beberapa masalah pertanahan 
b. Untuk memberikan sertifikat 
c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat baik pemberian 
keterangan lisan maupun tulisan untuk mempermudah dalam 
proses pembuatannya. Hak atas tanah yaitu pemberian salinan, 
peta atau daftar. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi setiap seksi pada Badan Kantor 
Pertanahan Kota Makassar . 











a) Sub Bagian Tata Usaha 
     Tugas dari bagian Tata Usaha adalah : 
1) Memberikan pelayanan admistratif kepada semua satuan 
organisasi Kantor Pertanahan 
 2) Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan 
peraturan perundang-undangan 
3) 3)Melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan 
dan rumah tang kantor. 
 4) Melakukan urusan keuangan 
 Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, maka dapat 
dilihat fungsi dari Sub Bagian Tata Usaha ini adalah : 
 1) Mengelola data dan informasi 
 2) Menyusun rencana, program dan anggaran serta laporan 
akuntabilitas kinerja pemerintah 
 3) Pelaksana urusan kepegawaian 
 4) Pelaksana urusan keuangan dan anggaran 
 5) Pelaksana urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan 
prasarana 
 6) Mengkoordinir pelayanan pertanahan 
b) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 
 Seksi ini mempunyai tugas melakukan survey, pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, 






tanah, serta penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai 
tanah. 
 Seksi ini masih terbagi 2 yang terdiri dari : 
 1) Subseksi Sengketa dan konflik pertanahan  
 2) Subseksi Perkara pertanahan 
c) Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah 
 Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai tugas 
menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka 
pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, 
perizinan, pendataan dan penerbitan berkas tanah hak; pendaftaran, 
peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan pejabat penilai 
tanah. 
 Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :  
 1) Subseksi Penetapan Hak Tanah. 
 2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah. 
 3) Subseksi Pendaftaran Hak. 
4) Subseksi Peralihan, pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta  
Tanah (PPH & PPAT). 
d) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 
Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan 
penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan 







 Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah terdiri dari : 
 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu  
 2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah 
e) Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan 
 Bagian ini mempunyai tugas dalam melakukan kegiatan 
pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan 
tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 
 Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan ini terdiri dari : 
 1) Subseksi Pengendalian Pertanahan 
 2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat 
f) Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara 
 Seksi penanganan sengketa, konflik dan perkara ini mempunyai tugas 
melakukan kegiatan apapun dalam rangka menangani sengketa, konflik 
dan perkara pertanahan yang terjadi. 
 Seksi ini terdiri dari : 
 1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan  
 2) Subseksi Perkara Pertanahan 
    Instansi publik dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu 
hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kepentingan 
orang banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk dapat 
menghasilkan pelayanan yang optimal. Perbaikan kinerja akan memiliki 
implikasi yang luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan 






diharapkan akan meningkatkan image pemerintah di mata masyarakat 
karena dengan kinerja pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan 
dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Pelayanan yang 
optimal diwujudkan dalam suatu bentuk kinerja organisasi yang mana di 
dalam kinerja instansi tersebut memuat indikator-indikator yang digunakan 
sebagai tolok ukur keberhasilannya. Dalam pembahasan ini akan dibahas 
mengenai kinerja Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam pelayanan 
sertifikasi tanah.  
 Untuk mengukur kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar dalam pelayanan sertifikat tanah digunakan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan dalam penerimaan 
pelayanan, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) atas perlihan Hak 
atas Tanah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat pada 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 
yang memuat: 
Pasal 1 
(1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman 
dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia. 
(2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu 







Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. 
Pasal 3 
Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, 
keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. 
Pasal 4 
Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:  




e. prosedur  
f. pelaporan. 
Dalam memberikan pelayanan pendaftaran peralihan Hak atas 
Tanah kepada masyarakat, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kota Makassar mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal 
penanganan permasalahan dalam pelayanan peralihan hak atas tanah.  
 Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Peralihan Hak atas 
Tanah yakni Kamaruddin 26  yang menyatakan bahwa pekerjaan yang 
dilakukan oleh BPN sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
                                                        






(SOP) yang berlaku, dimana semua pelayanan yang diberikan sudah ada 
standar tersendiri.  
 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah, telah diatur serta telah 
ditunjuk instansi maupun pejabat-pejabat yang diberi tugas dan 
wewenang dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas 
tanah, termasuk juga cara-cara yang ditempuh bagi setiap pemohon 
maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh suatu hak 
atas tanah yang dimilikinya. Untuk waktu penyelesaian pendaftaran 
peralihan hak atas tanah untuk tanah hak milik yang bersertifikat ini sekitar 
11-20 hari. 
 Tetapi dalam pengerjaannya sering didapati melebihi dari Standar 
yang ditetapkan yaitu 11-20 hari. Hal ini dikarenakan dalam 
pelaksanaannya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan yang 
menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini 
selesai tidak tepat pada waktunya atau lebih lama dari waktu yang 
ditetapkan.  
 Mengenai hal ini Bapak Kamaruddin27 selaku Kepala Peralihan Hak 
menangatakan bahwa hal ini sangat wajar terjadi dikarenakan banyaknya 
berkas yang masuk perharinya sedangkan yang mengerjakan hanya 
kurang lebih 20 orang saja, dilanjutkan oleh Bapak Kamaruddin 
mengatakan butuh tambahan staff sekitar 10 orang agar semua berkas 
                                                        






dapat langsung di kerjakan dan tidak terjadi penumpukan berkas. 
 Dengan adanya permasalahan seperti ini pihak Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar harus melakukan beberapa 
upaya dengan tujuan pelayanan yang diberikan bisa sesuai dengan target 
waktu yang telah ditentukan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). 
Menurut Bapak Kamaruddin28 selaku Kepala Peralihan Hak atas Tanah, 
bahwa pelayanan yang diberikan sudah maksimal dan standarnya bisa 
dilihat di website yang telah di sediakan oleh pihak Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Makassar. 
 Dibutuhkan sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat 
yang kurang memahami bagaimana prosedur dan standar yang berlaku, 
agar tidak terjadi kesalah pahaman kepada masyarakat sebagai 
pemohon, BPN juga dapat memudahkan prosedurnya  kepada 
masyarakat agar dapat dipahami. Pendapat bagian pelayanan yaitu Ibu 
Yani 29  mengatakan telah ada brosur yang disediakan untuk pemohon, 
brosur tersebut berisi tentang apa-apa saja yang harus dilengkapi setiap 
kali ingin mengurus sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal  
kelengkapan berkas yang harus disediakan, terdapat pula diinternet pada 
website yang sudah disediakan lengkap  persyaratan-persyaratan pada 
Perkaban No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 
Pertanahan dan pada alamat website bpn.go.id. 
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Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar telah 
melakukan berbagai upaya terkait dengan permasalahan yang terjadi 
yaitu tentang pelayanan yang belum maksimal yang diberikan oleh 
pegawai atau staff Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar 
khususnya dalam pelayanan pendaftaran  peralihan Hak atas Tanah. 
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dalam 
Pelayanan Peralihan Hak Jual beli mempunyai target tepat waktu dan 
mutu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu waktu 
yang dibutuhkan dalam peralihan hak atas tanah adalah maksimal 20 hari 
setelah berkas diterima dengan lengkap. Hal ini seperti yang diungkapkan 
PPAT Ibu Ellen Rumambi30 mengatakan bahwa  Peralihan Hak atas Tanah 
itu adalah permintaan dari masyarakat, pihak PPAT sering juga 
mengahadapi hal serupa, yaitu lamanya pengurusan yang pada umumnya 
melebihi waktu yang telah di tetapkan pada SOP yang berlaku.  
Dilanjutkan dengan tanggapan dari Lanuta Joesran31 selaku PPAT 
di Kota Makassar mengatakan bahwa memang sebagai pejabat pembuat 
akta tanah yang sah ditemui juga beberapa kendala diantaranya adalah 
biaya yang di berikan terkadang melebihi dari standar yang di tetapkan, 
seperti yang di tetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) biaya 
pengurusan jual beli tanah di Kota Makassar yaitu (Luas tanah x ZNT 
(Zona nilai tanah) / 1000 + 50.000), rumus ini yang di berlakukan di 
seluruh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, tetapi menurut pengakuan 
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Ibu Lanuta Joesran seringkali harus membayar  lebih jika ingin melakukan 
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah sebanyak Rp. 250.000 s/d 
300.000,- . 
Alur atau proses peralihan Hak Atas Tanah sangat perlu dikelahui 
oleh pengguna pelayanan peralihan Hak agar tidak terjadi salah paham. 
Proses yang mudah, alur yang pasti, biaya yang ringan, dan penyelesaian 
yang tepat waktu menjadi harapan bagi semua masyarakat. Hal ini seperti 
diungkapkan Lely Siombo selaku PPAT mengatakan alur proses dalam 
peralihan sudah sangat jelas dan lengkap, tetapi seringkali dijumpai salah 
satu oknum atau pegawai yang membuat citra Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) dimata masyarakat tidak cukup baik. 
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 
Pertanahan telah tertera alur dan proses peralihan Hak yang wajib 
diberlakukan pada semua kantor BPN yang ada di seluruh Indonesia.   
Untuk melihat lebih jelasnya lagi dibawah ini adalah proses atau 
alur pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah/peralihan Hak atas 











Gambar 3. Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 
karena Jual-Beli.
 
Dengan adanya alur yang jelas seperti gambar di atas terlihat jelas 
prosedur pasti pelayanan peralihan hak tanah, pemohon dapat melihat 
sudah sampai dimana proses permohonan peralihan Hak atas Tanah 
yang di kerjakan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Alur ini 
juga yang berlaku di seluruh Indonesia mulai dari penerimaan di loket 
sampai dengan penyerahan sertifikat kepada pemohon. 
 Dalam operasionalnya Kantor Pertanahan Kota Makassar juga harus 
mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan masyarakat sehingga 
penanganan permasalahan dalam peralihan hak atas tanah dapat berjalan 
sebagaimana yang telah direncanakan sehingga masyarakat tidak 







 Dalam pelayanan peralihan Hak atas Tanah, pihak Kantor 
Pertanahan Kota Makassar telah menampung berbagai keluhan, aspirasi, 
dan tuntutan terkait dengan masalah dalam peralihan hak atas tanah. 
Sebagaimana hal yang diungkapkan oleh Kepala pendaftaran peralihan 
Hak Bapak Kamaruddin32 wajar jika ada keluhan kita kerja pasti ada pro 
dan kontranya, ada yang suka ada yang tidak, ada yang puas ada yang 
tidak, dalam pelayanan itu wajar-wajar saja semua instansi pasti ada 
pihak yang merasa terlayani dengan baik ada yang merasa tidak puas 
dengan pelayanan yang diterima. 
 Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar harus 
memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan juga merespon 
berbagai keluhan ataupun tuntutan terkait dengan permasalahan dalam 
peralihan Hak atas Tanah. Sikap responsif Kantor Pertanahan Kota 
Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Pendaftaran 
Peralihan Hak Bapak Kamaruddin 33  jika ada masuk keluhan dilayani 
dengan baik, dari hasil wawancara dibenarkan jika ada  beberapa keluhan 
yang masuk langsung melalui kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar dan tidak sedikit yang mengeluhkan mekanisme pelayanan 
yang diterima. 
Seperti halnya hasil wawancara bersama PPAT Kota Makassar ibu 
Ellen Rumambi34 sikap responsif Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam 
memenuhi kebutuhan pemohon juga dapat dilihat dari tanggapan 
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pemohon dari hasil wawancara bahwa Ibu Ellen Rumambi sebagai salah 
satu mitra dari kantor BPN juga pernah mengadukan mengenai kinerja 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar tetapi lebih sering tidak 
ditanggapi, sehingga beliau terpaksa mengadukan ke PUSDATIN BPN RI 
melalui website.  
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemohon Peralihan Hak  
dari Makassar yaitu Ibu St. Aisyah35 beliau ke Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar membawa berbagai bukti yang mendukung, dan 
saksi, namun dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar lambat dalam merespon. Setelah datang kedua kalinya berulah 
pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar lalu melakukan 
pengecekan data-data yang terkait dengan tanah tersebut lalu 
memprosesnya untuk membuat sertifikat baru, dijelaskan pula jika ada 
keluhan lain juga seringkali tidak langsung ditanggapi. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
sejauh ini respon Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 
terhadap kebutuhan pemohonnya belum optimal antara, kesesuaian dan 
tanggapan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Makassar terhadap 
harapan dan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat, khususnya pelayanan dalam hal peralihan Hak atas Tanah.  
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar harus 
lebih mengoptimalkan lagi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan 
                                                        






masyarakat agar lebih baik, hal ini mengingat bahwa Kantor Pertanahan 
merupakan satu-satunya instansi yang melayani masyarakat di bidang 
pertanahan. 
Dengan adanya loket pengaduan pelayanan, masyarakat bisa 
mengadukan secara langsung kepada Kantor Pertanahan terkait 
permasalahan atau keluhan.  
 Keluhan dari pemohon sertifikat tanah bisa tersampaikan langsung 
melalui loket pengaduan pelayanan yang telah di sediakan oleh pihak 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, di loket ini  pemohon 
sertifikat tanah diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan-harapan 
mereka, maupun saran yang mereka ingin sampaikan terkait peralihan 
Hak atas Tanah. Dengan adanya keluhan maupun saran dari pemohon 
sertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar berupaya 
untuk menanggapi keluhan maupun saran tersebut dengan baik dan 
berusaha mewujudkan apa yang diharapkan pemohon sertifikat tanah. 
Dengan adanya responsivitas yang tinggi dalam suatu organisasi 
dapat mewujudkan kinerja yang baik, juga dapat membuat organisasi bisa 
lebih mengerti akan kebutuhan pemohon, komunikasi organisasi dengan 
pemohon bisa terjalin dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang 
interaktif, maka pelayanan yang didapatkan akan semakin nyaman dan 
bisa lebih optimal. 
Penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang 






pelayanan dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman 
penyelengaraan pelayanan kepada pihak yang memliki kewenangan 
untuk meminta pertanggung jawaban tersebut, Kantor Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Makassar dapat didefinisikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan dalam sertifikasi 
tanah, lebih khususnya lagi dalam peralihan hak atas tanah kepada pihak 
yang memiliki hak dan dan kewenangan dalam meminta pertanggung 
jawaban tersebut. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar adalah kepada Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia (BPN RI). 
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor BPN 
Kota Makassar memakai acuan yang digunakan salah satunya  yaitu 
Perkaban Nomor 1 tahun 2010 yang memuat seluruh unsur pelayanan 
mulai dari kelengkapan berkas hingga penerimaan berkas.  
Kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang 
terpercaya terhadap  pemohon, termasuk memberikan layanan akurat 
sejak pertama kali tanpa membuat kesaalahan apapun dan 
menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 
Kehandalan merupakan faktor yang sangat penting dalam 
menentukan kualitas pelayanan, karena sangat menentukan tingkat 
kepercayaan pemohon. Staff atau pegawai mempunyai peranan yang 
penting bagi kesinambungan suatu organisasi, yang berkualitas dan 






sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah perhitungan biaya. 
Standar biaya yang dibutuhkan setiap ingin melakukan pendaftaran 
peralihan Hak atas Tanah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang berlaku yaitu terdapat pada pasal 7 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan dan Pengaturan Standar Pelayanan dan Pengaturan 
Pertanahan mengatakan bahwa: biaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas 
jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. 
Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Perhatian Pegawai 
dalam menyelesaikan masalah/keluhan pada Kantor Pertanahan Kota 
Makassar 
 
Tanggapan Responden Responden Persentase 
Baik 5 24% 
Tidak Baik 12 57% 
Netral 4 19% 
Total 21 100% 
Sumber data: Responden pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar. diolah tahun 2016. 
 
 Dari tabel 1 dapat dilihat tentang keseriusan pegawai dalam 
menyelesaikan keluhan dari 21 responden diantaranya, yang menyatakan 
tidak baik dengan pernyataan tersebut 12 orang dan 5 orang responden 






masih kurang mengerti mengenai mekanisme kinerja pihak Badan 
Pertanahan Nasional, sedangkan masyarakat selalu menuntut perbaikan 
kinerja tanpa mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
berlaku. 
 Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar 
menggunakan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang ataupun 
peraturan pemerintah yang berlaku.  
Tiap pemohon yang ingin melalukan pendaftaran peralihan Hak 
atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tanggung jawab Kantor 
Pertanahan Kota Makassar apabila mendapati pemohon atau masyarakat 
pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan akan mengembalikan 
formulir atau dokumen yang telah diserahkan untuk dilengkapi kembali 
dengan persyaratan yang telah ditentukan pihak kantor Pertanahan, 
seperti yang diungkapkan kepala Peralihan Hak atas Tanah Bapak 
Kamaruddin36, pemohon yang belum melengkapi persyaratan dokumen 
yang telah ditentukan, dokumen tersebut akan dikembalikan lagi untuk 
dilengkapi, lalu setelah itu dokumen ataupun syarat-syarat sudah lengkap 
maka baru dapat diproses permohonan peralihan hak tanah pemohon.  
Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam memasukkan 
data dan juga agar bisa lebih bisa teliti apakah tanah yang akan 
                                                        






didaftarkan itu betul tanah yang dimiliki pemohon atau tanah orang lain, 
jadi pada intinya BPN akan melayani pemohon apabila syarat mereka 
sudah lengkap.  
Pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar sudah berupaya untuk 
melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, yaitu dengan 
meneliti dokumen-dokumen persyaratan yang masuk. Apabila dokumen 
yang telah diajukan sudah lengkap maka akan langsung diproses pada 
hari itu juga, menurut SOP yang berlaku berkas yang telah masuk akan 
terhitung waktu pengerjaannya dari hari berkas diterima, akan tetapi 
apabila belum akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Dari persyaratan 
yang telah ditentukan di atas dapat kita lihat bahwa dalam mendaftarkan 
tanah yang akan di balik nama memerlukan syarat maupun dokumen 
yang lengkap dan jelas, sehingga apabila terdapat dokumen dari 
pemohon balik nama yang kurang lengkap, tanggung jawab Kantor 
Pertanahan Kota Makassar adalah segera meneliti dokumen tersebut dan 
mengembalikan dokumen permohonan balik nama tersebut kepada 
pemohon untuk segera dilengkapi. 
 Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Penjelasan Pegawai 
Mengenai Prosedur Pelayanan Sebelum Pelayanan Diberikan 
 
Tanggapan Responden Responden Perntase 
Baik 8 38% 
Tidak Baik 8 38% 
Netral 5 24% 
Total 21 100% 








 Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai tanggapan responden 
tentang penjelasan pegawai mengenai prosedur pelayanan sebelum 
pelayanan diberikan meliputi informasi yang di butuhkan sesuai dengan 
keperluan pemohon yaitu 8 orang mengatakan tidak baik, hal ini  
berbanding lurus dengan tanggapan baik dari responden yaitu 8 orang. 
Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang di lakukan oleh pihak Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar sudah cukup baik. 
Tabel 3. Tanggapan Responden mengenai kecepatan staff Badan 
Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan 
 
Tanggapan Responden Responden Persentase 
Baik 7 33% 
Tidak baik 5 24% 
Netral 9 43% 
Total 21 100% 
Sumber data: Responden Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dioah 
tahun 2016.  
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai tanggapan responden 
mengenai kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan, 7 dari 21 
responden mengatakan baik dengan pernyataan tersebut, 5 di antaranya 
mengatakan tidak baik dan 9 orang lainnya mengatakan netral dengan 
pelayanan yang di berikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kota Makassar. Merajuk dari tabel tersebut dapat dilihat pelayanan yang 






yang di terima oleh pihak pemohon. 
 Setelah prosedur yang diterima sudah lengkap sesuai dengan 
prosedur maka pendaftaran peralihan Hak atas Tanah oleh pihak Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar sebelumnya akan diperiksa 
terlebih dahulu apakah sertipikat tersebut asli atau palsu karena banyak 
terjadi permasalahan terkait dengan sertipikat tanah.  
 Permasalahan yang sering terjadi adalah ditemukannya sertipikat 
asli tapi palsu atau lebih biasa dikenal dengan sertipikat aspal, selain itu 
juga terdapat sertifikat ganda yang perlu diteliti dari kedua sertipikat 
tersebut manakah yang asli.  
 Tanggung jawab Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar apabila ditemukan Sertipikat aspal maupun sertipikat ganda 
adalah dengan meneliti sertipikat tersebut dengan mencari kebenaran 
melalui data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan juga 
langsung datang ke lapangan secara langsung untuk melihat 
kebenarannya, seperti hasil wawancara dengan  Kepala Peralihan hak 
Bapak Kamaruddin 37 , jika ditemukan Sertifikat ganda pihak Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) akan langsung mengecek berkas-berkasnya, 
untuk investigasi mencari kebenaran dan untuk sertipikat yang tidak sah 
maupun palsu dinyatakan tidak sah dapat dilihat dari nomor seri setipikat 
serta pengamannya, capnya juga dilakukan pemeriksaan, pejabatnya 
yang menandatangani dicek apakah sesuai atau tidak, kalau yang 
                                                        






sertipikat ganda itu dicari kebenarannya mana yang asli mana palsu. 
B. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik 
pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. 
1. Hambatan Yang Dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kota Makassar. 
Hambatan yang dihadapi ada yang berupa faktor extern dan faktor 
intern. Faktor intern mengakibatkan pemohon Kota Makassar merasa 
kecewa karena pelayanan peralihan pendaftaran peralihan Hak atas 
Tanah ini terkesan lambat, tidak sesuai dengan waktu yang telah di 
tentukan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). 
 Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor ekstern, masih 
banyak pemohon yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya 
tidak dibuat dihadapan PPAT sekaligus tidak dilakukannya pendaftaran 
peralihannya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. 
Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain : 
 
1. Hambatan-hambatan yang timbul dari faktor intern. Hambatan yang ada 
pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, 
dibedakan menjadi dua yakni hambatan dalam segi teknis atau 
pelaksana dan hambatan dalam segi pembukuan. 
a. Hambatan dalam segi teknis atau pelaksana, maksudnya hambatan 
yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber 






1) Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga ahli di 
bidang pertanahan, yang menangani pendaftaran peralihan hak 
atas tanah tersebut pada Sub Seksi peralihan hak pembebanan 
dan PPAT. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak 
atas tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi 
merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan 
tenaga ahli di bidangnya. Di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
ini, jumlah tenaga ahli yang menangani pelaksanaan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah karena jual beli ini masih sangat 
terbatas. Hal ini dilihat dari menumpuknya pekerjaan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah ini, yang menyebabkan pelayanan 
menjadi sangat lambat dan tidak tepat waktu. Begitu juga pada 
petugas pengukuran, jika dalam hal tanah yang dialihkan tersebut 
belum bersertipikat, walaupun sudah ada petugas ukur keliling 
yang sudah terjadwal, sering juga terlambat dalam melakukan 
pengukuran, dikarenakan jumlah tenaga ukur sangat terbatas.  
2) Benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan 
dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama 
penting. Kurangnya tenaga ahli dalam pekerjaan ini menyebabkan 
terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi 
pegawai dengan kepentingan pekerjaan, yang keduanya 
dirasakan terlihat penting. Hal ini pula yang menyebabkan 






lancar, dan menghambat waktu penyelesaiannya. 
3) Kesibukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar. Pekerjaan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kota Makassar sangat padat. Kesibukannya terkadang menunda 
pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya, karena dirasakan 
ada sesuatu kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, 
yang sangat penting dari pekerjaan lain. 
Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini menjadi tertunda 
sampai beberapa waktu yang lama. Hambatan dari segi teknis 
atau pelaksana ini menyebabkan pandangan masyarakat menjadi 
negatif mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas 
tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar. Dengan adanya sumber daya manusia yang masih 
sangat terbatas, Kepala Peralihan Hak atas Tanah Bapak 
Kamaruddin38 mengatakan faktor penghambat kinerja pelaksanaan 
pelayanan publik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kota Makassar  adalah salah satunya, kurangnya sumber daya 
manusianya (SDM). Dari hasil wawancara bersama Kepala 
Peralihan Hak atas Tanah mengatakan membutuhkan staff 
tambahan pada bagian peralihan hak, memang diakui, bahwa 
merupakan salah satu sebab dari belum lancarnya kegiatan 
pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak atas Tanah di Kantor 
                                                        






Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. Maka wajarlah 
kiranya dengan kekurangan tenaga ahli, penyelesaian pekerjaan 
ini menjadi terlambat karena kurang adanya keseimbangan antara 
tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan. 
b. Dari segi pembukuan, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi 
pembukuannya atau pencatatannya, diantaranya : 
1) Pencarian buku tanah yang tidak ditemukan Ketika PPAT akan 
melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, terlebih 
dahulu harus dicari buku tanah yang sesuai dengan sertipikat 
yang bersangkutan, untuk mengetahui apakah data-data yang ada 
dalam sertipikat sesuai dengan data-data yang ada dalam buku 
tanah yang bersangkutan sekaligus untuk mencatat adanya 
peralihan dan hapusnya Hak atas Tanah khususnya karena jual 
beli. Dalam pencarian buku tanah tersebut kadang-kadang 
mengalami hambatan, diantaranya tidak ditemukannya buku tanah 
pada almari arsip buku tanah, hal ini dikarenakan buku tanah yang 
bersangkutan sedang dipakai/digunakan oleh bagian lain dan 
belum dikembalikan pada almari arsip buku tanah. Hal ini 
mengakibatkan pencocokan dan pencatatan pada buku tanah 
mengenai telah terjadinya peralihan hak atas tanah tesebut 
mengalami katerlambatan, karena menunggu buku tanah tersebut 
selesai diproses oleh bagian lain. Begitu juga buku tanah yang 






Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dapat 
juga dikarenakan ketidakteraturan para pegawai dalam 
menyimpan kembali buku tanah tersebut dalam almari arsip atau 
buku tanah tersebut telah usang termakan oleh waktu. Di mana 
hilangnya buku tanah tersebut harus melalui berita acara 
kehilangan, untuk dibuatkan buku tanah yang baru lagi yang 
memakan proses yang sangat lama. hal inilah yang menghambat 
proses penyelesaian pendaftaran peralihan Hak atas Tanah 
tersebut yang tidak selesai tepat pada waktunya. 
2) Pengisian akta-akta khususnya jual beli yang dibuat oleh PPAT 
yang kurang lengkap, kurang teliti dan cenderung tidak sempurna 
dalam pembuatan aktanya. Hal ini terletak pada banyaknya 
halaman-halaman yang berisi pasal-pasal dalam akta jual beli 
yang tidak terpakai, tidak dilakukan pencoretan. Pada setiap 
perubahannya/penambahannya pada akta jual beli tersebut tidak 
dibubuhkan paraf oleh PPAT maupun para pihak serta tidak 
dibubuhkan cap stempel PPAT yang bersangkutan. Sehingga 
harus dikembalikan pada PPAT yang bersangkutan, untuk segera 
melengkapinya. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah ini menjadi tertunda dan 
berkesan sangat lambat. 
3) Berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran 






atau kurang lengkap. Hal ini dilihat dari foto copy KTP yang sudah 
tidak berlaku lagi ataupun belum dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang, begitu pula sertipikat yang akan dilakukan peralihan 
haknya belum dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada Kantor 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. Di mana 
pengecekan sertipikat tersebut dilakukan oleh PPAT sebelum 
melakukan pembuatan akta jual beli tanah. Berkas yang kurang 
lengkap inilah yang nantinya dikembalikan kepada pemohon untuk 
dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini akan memperpanjang waktu 
pendaftaran peralihannya sehingga berkesan pelaksanaanya 
sangat lambat. 
 4) Tanah yang akan dilaksanakan pendaftaran peralihannya tersebut 
ternyata dalam keadaan sengketa. Dalam hal ini Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karo menolak untuk diadakan pendaftaran 
peralihan karena jual beli tersebut, selama tanah tersebut masih 
bersengketa dengan pihak lain. 
2. Hambatan Yang Dihadapi Pemohon. 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tidak terlepas dari adanya 
peran serta pemohon sebagai pemengang hak atas tanah. Namun 
demikian, pemohon juga mengalami hambatan-hambatan sehingga 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik tidak berjalan dengan 
maksud dan harapan yang di inginkan. Beberapa faktor penghambat 






sendiri, yakni : 
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 
Tidak dapat dipungkiri juga bila masih banyaknya pemohon yang 
kurang paham akan prosedur pendaftaran peralihan Hak atas Tanah. 
Masih banyaknya pemohon, khususnya pada desa yang terpencil 
yang dalam melakukan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanahnya 
melalui jual beli yang kurang paham mengenai proses atau 
mekanisme yang harus di lewati. 
b. Biya Pendaftaran Yang Mahal 
Bagi masyarakat Kota Makassar, khususnya daerah yang terpencil, 
biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peralihan Hak atas 
Tanahnya sampai dengan pendaftaran peralihannya cukup mahal, 
dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Menurut Ibu Putri 
Ramadhany sebagai pemohon peralihan Hak atas Tanah 
pengeluarannya bisa mencapai Rp 1.500.000 s/d Rp.2000.000, yang 
memakan biaya cukup mahal. Sehingga bagi masyarakat golongan 
ekonomi lemah, biaya tersebut dirasakan sangat mahal. Yang pada 
kenyataannya pemohon ekonomi lemah merasa malas dan enggan 
untuk melakukan peralihannya pada PPAT dan melakukan 
pendaftaran peralihannya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kota Makassar, yang dirasa hanya memakan waktu yang sangat 
lama, yang hanya akan menyita waktu kerja mereka.  






pendaftaran peralihan hak milik tersebut dan pelayanan yang 
diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan kepada 
masyarakat, terutama pada masyarakat desa yang penduduknya 
berpendidikan sangat rendah, baik itu yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, ataupun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu 
sendiri.  
 Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, 
uang jasa/honorarium dapat dipungut oleh pejabat sebesar 0,5% dari 
harga penjualan/ harga taksiaran hak. Apabila pembutan akta disaksikan 
oleh kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa, uang saksi 
dipungut 1% dari harga penjualan/harga taksiran. 
 Khususnya mengenai mengenai besar dan cara pembayaran biaya 
Pendaftaran Tanah diatur dalam peraturan pemerintah sendiri. Apabila 
dikaitkan dengan Anggarn Pendapatan Belanja Negara dan daerah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota (APBN dan APBD) peraturan sendiri itu 
mengisyaratkan bahwa biaya pendaftaran tersebut akan selalu mengalami 
perubahan sesui kebutuhan sebagai salah satu sumber pendapatan 
negara dan daerah. 
 Berdasarkan ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 2002 dan peraturan pelaksana lainya, biaya pendaftran tanah di 
tetapkan variatif. Hal-hal yang menyebabkan demikian antara lain:
 






2. Peruntukan Penggunaan Tanah 
3. Letak Tanah 
4. Pemilik Tanah 
5. Besar Pajak 
6. Status Tanah 
 Secara yuridis dikatakan bahwa orang yang tak mampu dibebaskan 
dari biaya pendaftaran tanah sebagi mana yang dimaksud Pasal 19 Ayat 
(4) UUPA. Tetapi dalam kenyataannya, ini belum terlaksana secara 
memadai, kembali masalahnya yaitu terbetur pada masalah biaya. 
Sehingga bagi petani atau orang yang tidak mampu enggan untuk 
mendaftarkan tanahnya. Biaya yang cukup mahal menjadikan masyarakat 
enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan akhirnya merasa telah cukup 
aman dengan hanya memengang surat bukti jual beli, surat bukti milik 
adat tanpa berniat untuk melakukan pendaftaran hak miliknya pada kantor 
pertanahan setempat. 
c. Amanat undang undang perpajakan 
 Sekarang yang ingin mendaftarkan tanah disamping harus 
memenuhi biaya pemohon yang ditetapkan aturan pendaftaran tanah juga 
ada biaya-biaya lain atas perintah undang-undang yang tidak dapat 
diabaikan seperti Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang BPHTB 
dan undang-unang Pajak Bumi dan Bangunan lain. Semua biaya yang 
dibebankan dari ketentuan aturan pendaftran tanah itu sendiri menjadi 






Disamaping mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam 
pelaksanaan peralihan Hak milik, invesatasi Undang-undang perpajakan 
juga mempengaruhi kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan 
tanahnya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan menyebutkan bahwa, yang menjadi subjek pajak adalah orang 
atau badan hukum yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi 
dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai 
atau memperoleh manfaat tanah dan bangunan. Masyarakat sering 
beranggapan bahwa apabila mereka melakukan peralihan hak di hadapan 
pejabat PPAT atau di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat maka 
mereka harus membayar pajak yang mahal atas tanah yang dialihkan 
tersebut sehingga mereka merasa enggan bahkan enderung 
mengabaikan masalah pendaftaran tanah tersebut. Mereka lebih memilih 
untuk tidak memiliki akta jual beli daripada harus membayar pajak yang 














BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah penulis paparkan tersebut sampai selesai, 
dapat penulis simpulkan berikut: 
1. Pelaksanaan pelayanan publik dalam prosedur pendaftaran 
peralihan Hak atas Tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar, belum cukup baik dalam pelaksanaannya 
dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang merasa 
belum terlayani dengan baik, adapun juga masalah dari pihak 
masyarakat yaitu kurangtahuan masyarakat mengenai proses, 
kepastian hukum, dan biaya yang dibutuhkan untuk proses 
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah karena Jual beli. Kendala 
yang dialami oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar yaitu sumber daya manusianya (SDM) kurang memadai 
sehingga menyebabkan pengerjaannya kurang maksimal. 
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan proses jual beli tanah hak 
milik di Kota Makassar adalah dalam pelaksanaan peralihan hak 
milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar, dihadapai adanya berbagai kendala baik yang dihadapi 
oleh kantor Pertanahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, 
serta alas hak berbeda dengan data dilapangan. Kendala yang 






mahalnya biaya pendaftaran dan adanya Investasi Undang-undang 
perpajakan (BPHTB dan biaya lain). Untuk mengatasi kendala 
tersebut maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat 
program-program yang dapat menunjang terlaksananya pendaftaran 
tanah seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada 
masyarakat dan melalui program PRONA.  
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis hendak 
mengajukan saran yang semoga berguna bagi peningkatan kinerja dari 
Kantor Pertanahan Kota Makassar agar kedepannya dapat memperbaiki 
kualitas pelayannnya khususnya dalam pelayanan perlihan hak atas tanah 
yaitu: 
1. Perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam peralihan hak atas 
tanah karena masyarakat masih cenderung kurang paham  apa 
saja yang perlu dilengkapi dalam prosedur pendaftaran peralihan 
hak, cenderung rumit juga mengenai waktu dan biaya yang harus 
dikeluarkan, perlunya diadakan penyederhanaan ini agar 
masyarakat dapat mengurus pendaftaran peralihan Hak atas Tanah 
bisa dengan mudah. 
2. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, agar lebih giat 
memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dimana 
agar masyarakat lebih antusias dalam mendaftarkan hak miliknya 






pemerintah setempat, serta unsur-unsur pemerintahan lainya agar 
lebih memperhatikan konsep apa yang harus di berikan kepada 
masyarakat agar permasalahan-permasalahan dapat diminimalkan 
dalam setiap peralihan hak milik atas tanah masyarakat setempat 
sehingga konflik-konflik dapat teratasi. 
3. Kantor Pertanahan Kota Makassar sebaiknya juga melakukan 
peningkatan kinerja agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal 
melayani masyarakat, diharapkan selanjutnya dapat meningkatkan 
kinerja agar dapat meminimalisasi kecenderungan keluhan yang 
dialami oleh pihak pemohon. Perlu juga di adakan evaluasi dan 
mengadakan rapat kinerja yang intensif yang bertujuan untuk 
mengevaluasi kinerjanya, sehingga Kantor Pertanahan Kota 
Makassar dapat mengetahui  kekurangan-kekurangannya 
kinerjanya dalam hal pelayanan terhadap pemohon sertifikat tanah. 
Dengan mengetahui kekurangan dari pelayanan yang diberikan 
kepada pemohon maka diharapkan dapat memperbaiki kekurangan 
tersebut sehingga kinerjanya bisa menjadi lebih baik lagi. 
4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar hendaknya 
sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya 
pengetahuan tentang sertipikat tanah dan batas-batas bidang 
tanah. Karena sering ditemukan dilapangan batas-batas bidang 
tanah diubah akan tetapi disertipikat tetap batas yang lama. 






5. Tidak membeda-bedakan antara pemohon langsung dan PPAT 
(Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada saat pengurusan proses 
sertipikat. 
6. Perlu segera dilakukan upaya pemasangan papan informasi 
mengenai tabel biaya pengurusan sertipika, sehingga masyarakat 
dapat mengetahui secara jelas mengenai biaya-biaya yang 
seharusnya dibayarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional 
kota Makassar tanpa harus menanyakan jumlah biaya tersebut 
kepada petugas. 
7. Penambah unit komputer dan tenaga kerja pada  loket pemetaan. 
8. Menata kembali dan memperluas parkiran yang ada pada Kantor 
Badan Pertanahan Nasional kota Makassar. 
9. Menerapkan budaya netral atau tidak memihak kepada seluruh 
pegawai dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan 
dengna memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun 
pengguna layanan pertanahan dan tidak membeda-bedakan antara 
masyarakat yang satu dan yang lainnya, karena sikap netral dan 
tidak pilih kasih sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
10. Menerapkan budaya “menepati janji” kepada seluruh pegawai 
dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan baik terkait 
ketetapan janji pegawai yang diberikan kepada masyarakat dan 
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